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bahwa dalam rangka senveleng-
garaan Pemerintaban Desa yang
tertib administrasi serta
memberikan dasar dan Kepastian

hukum atas kebijakan yvang dibuat
oleh Pemerintah Desa, maka perlu
adanya Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan Pasal Si
Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang -
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa dijelaskan bahwa pengaturan
mengenai Peraturan Desa ditetap-
kan dengan Peraturan Daerah.
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bahwa untuk maksud tersebut
diatas menetapkan an

. - Seees 1% - e - S g
”czigﬁ tentang Peraturen Degz.

Kepuiusan Presiden Republik
Tndonesia Nomor 44 Tahuﬂ 16¢¢
tentang Peayusunan eraturan
E'"*daﬂg undangan dan Bentuk
ancangan Unda g—undang, Rancan-
gan Veraturan Pemerintiah éen
Rancangan Keputusan Presiden; |
Kepuiisen Meatsri Balam KRege:ls
Momor 63 Tahun 15325 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian
Peristilahnan DPalam Menveleng-
gpraaa“ Pemerintahan Desa dcan

Xelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedomarn: Umum Pengaturan Mengenail
Desa.
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetankan REMBALS
BaAB
RETENTUAN UMUM
Pasal i
am Pe Deereh inmi Jyasos
maksudf dengan ;
8., Dasrah adaleh Ksbupaten Rembang;
. Bupati adalah Bupati Rembang;
c. Camat adalah Camat di Kabupaten
2ng;
Bl T a Desa adalah Kepala
Pemerintah Desag
¢. Desa adzlah Xesztuan masvaraksz:
hukum yung memiliki kewsnangan
untuk engatur dan MEengurus
kepcnt;ngan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul! dan adat
istiadat setempat yang diakusi
dalam sistem Pemerintahan
Nasgional dan berada di Kabupaten
Rembang,
f. Pemerintahan Desa adalah
kegiatan Pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Perwakilan Desa;
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g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
h. Peraturan Desa adalah Peraturan-peratiuran

vang telah ditetazpkan cleh HKepala Dese
Lorsama Badan Perwalilan Desa;

i. Tadan Perwakilan Desa yang selanjutnye
disebut BPD adalah Bzdan Perwakilan yang ada
di Desa rang berfungsi mengavemi adat
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung
dan mcnyalurkan aspirzsi masyarakat, serta
melakukan gnwasan terhadap penyelenggaraan
T’-:r‘cmrhahan Desa

BAB I1I

BENTUF DAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2
Bentuk naskah Peraturan Desa diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

17 i mpeim e Lo ~ &
KemasyarakKatan Desa;
e e

vang menyangkut kepentin-

sutatv yang membebani keuangan Desa
ale sesuatu yang bersifat larangan dan
atau Kewazjiban, mambatasi dan atau membebani
hak-hak masyvarakat:

e. pungutan Desa.
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Pasal 4

Materl Peraturan Desa tidak boleh :

a.

)

bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yvang lebih tinggi tingkatannva;

rtent ¥ kepentingan umum dan
rma-n0rma  yang hidup dan  berkembang Gi
<

Aot
i:

a
atur urusanr yang bukan menjadi wewenang
rintah Desa.

BABE  TIT

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

(1)

..-.,
(]
-~

(4)

Bagian Kesatu
Penvusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala
Desa atau BPD.

Rancangan Peraturan Desa vang disusun Kepala
Desa disampaikan kKepada BPD untuk dibahas

pada masa sidang yvang ditetapkan disertai
dengan penjelasannva.

Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun

-oleh BPD, maka usul penvusunan Rancangan

Peraturan Desa harus didukung sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimak-
sud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa
oleh BPD selambat-Ilambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sebelum dilakukan persidangan membahas
Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
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Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Peraturan Desa

Paszl 6

I

Rapat Penetapan Peraturan Desa diadakan oleh
BPD vang dihadiri oleh : . :
&. sekurang-kurangnva 2/2 (dua pertiga) dari

Jumiab anggota EBPD;

b. Kepals Desa atau Pejabat Desa vang
ditunjui;

C. Tokoh masyarakzt dan pengurus Lerbeaga
Kemagsyarzkataen Desa sebagei peninjau VEng
Jumlah dzr kehadirannva tidak mengikat,

Dalam hal ;umtlah angzota  BED ¥ang  hadii

Zurang & suvd ayvat

(1) h szh.

alam hal rasat dinvataksan

] N gy
T men
nve
zbe 3
T . | -
[ 9 ’

Peraturan Dess diusabakan ditetvapkan secarszs

musyswaran uwntuk mmiakas

Apabilsa pengambilan Keputusan sebsagaimana
imaksud ayat (1) tidak tercapai, maka

d
pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan
pemungutan suara terbanyak.
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(3) Pengambiian Keputusan sebagaimana dimaksud
{2) dinyatakan sah ap

urangnya 1/2 ( Sa2tu per duz
{ =aty } cdari iumish 2nponts RLN
t i a BED

{ beputussa
[ié(}f te
desa dimak : e
ajukan untulk diperbaiki
{3} Seteizh rapst pengambilan Kepurtusan persetu-
juan Pezraturan Desa selesai, BPD membuart
Perita Acaraz Rapat
(&) rsetujuan Peraturan Desa dituangkan daiam

Pasal 8

—
bt
S—r

Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepalsa
Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
wlai berlaku pada saat ditetapkan.

BAR IV
BERITA ACARA
Pasal 9
(1) Dalam setiap rapat pembahasan Rancangan

Peraturan Desa dibuat Berita Acara rapat
vang berisi :
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b. daitar hadir peserta rapati;

C. DO
ra

Berit
BPD.
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gan Peraturan Desa yang

asil pembicaraan peserta

a Acara Rapat ditandatangani oleh Ketua

PELAKSANAAN

BAB V

PERATURAN DESA

Pasal 10

melaksanak
dapat menetia

1yan Desa adalah Femeriatah

an Peraturan Desa. Kepaila
pxan Kepuiusan Xepala Desa

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Untuk
ran

harus
lamba

pengawasan
pDesa dan at

dilaporkan
tnva 14 (

ditetapkannva P

represif maka setiap Peratu-
tau Keputusan Xepala Desa

kepada Bupati selambat-
Empat belas ) hari sejak
eraturan Desa dan atau
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Keputusan Kepala Desa tersebut dengan
tembusan Camat.

)
Yo
[
I

assa

Peraturan Desa dan Keputusan Xepalsa Dega
vang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4,

4

dapat dibatalkan oleh Bupati.

an Desza Gan
imana dimaksu-l

Kepala Des:
igan menyvebutka

-; ()]

i

¥epa'a Desa dan atau BPD  yang keberatan
terhadap pembatalan Peraturan Desa dan atau
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
avat {2) dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati selambat-lambatnva 14 ( Empat belas )
hari seteiah diterimanya Surat Eeputusan
pembatalan tersebut dengan menyebutkan
alasan-alasannya.

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud avat (3) tetap ditolak, maka Kepala
Desa dan BPD dapat menyusun kembali Peratu-

ran Desa dimaksud sesuai Peraturan

Perundang-undangan yvang berlaku.

e

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
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Pasai 13
{1) Keputusan Desa yvang ad
Peraturan Daerah ini ¢
taku sepanjang tidak
Peraturan Daerah ini.
f2} Keputusan Desa yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini,dalam waktu selamoat-
lambatn¥a 6 { Enam bulan ) sejak diundang-
kannya Peraturan Daerah ini dinvatakan ::gzz
berlaku.
Bak VIi?l
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrahn
ini akan diatur lebih !anjut cleh Bupati separ-

jang mengensi pelaksanaannyva

Peraturan Daerab ini mulai berlaku pada tanzgal
diuvndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ¢engan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Xabupaten

Rembang.

Fy
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Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Cktober 2001

BUPATI EEMBANG

H. NOERANT O,SH,MM

Pembina Utama Madya
NIE. 500 040 99t

DAERAE KABUPATEN REMBANG TAHUN

[$%]
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 20601

TENTANG
PERATURAN DESA

IRETIRIY ]
LR V24

Dalam rangka peanvelenzgzar
tanan Roga serta mermbherikan kep
hiial ibuat olen
Fiaean Des
i3 Kebi jekarn
g dalam Fera
¥altt sSegals sesuatu yang menvangkut
tingan umum masyarakat Desa dan sesuatu

menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
pewmbuatan Peraturan Desa, emerintah

harus memperhatikan aspirasi masvarakat Desa
Vang bcrsaugkutan seningga kebijakan tfersebut
benar-benar mencerminkan keinginan masyara-
Xat.

Berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri:
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 129¢ ditetapkan
bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Perat-
uran Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas
perlu menyusun dan  menetapkan Peraturan
Daerah tentang Peraturan Desa.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelzas
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Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal ¢4
Cukup jelas
Pe rsal 5

o
s3]
%]

Cukup je
Pasal 6

Avat (1)
Boruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Tckeh Masyarakat adaiah Pimpinan
Organisasi Sosizl Politik, Pimpi-
nan Golcongan Profesi dan Pimpinan
Orgenisasi Sosial Kemasyarakatan.
Lembaga Masvaraiet Desa adaizh
Lembaga vang dibentuk berdasarkan
oeraturan perundang-undangan,
Ave 23
) Curtn jelas
Syar (3]

¢ (empat) orang dari 5
atau 7 (tuvjuh) anggota BPD



b, disetujui 5 (li )
(enam} atau 7 (tujuh
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Pasal &8
Cukup jelas

Pasgal ©
Cukup jelas

Pasgal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup ijelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LZIxBARAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 8

REMBANG



